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ABSTRACT 

Some perceive that Islamic inheritance is considered insufficiently evenly distributed in 

division. Such as the division of boys is greater than that of girls. The issue is based on 

factors of individual needs in the family. The purpose of this study is to measure how much 

influence religious moderation has on the development of inheritance law in Indonesia. 

The author applies the method in this study with qualitative research methods by combining 

customary law and Islamic law in inheritance. The results of this study show that the 

application of customary inheritance in Indonesia carried out by Muslim communities is 

influenced by religion, culture and customs, as well as state law. This is influenced by the 

variety of Islamic patterns in Indonesia. 

 

ABSTRAK 

Beberapa pihak mempersepsikan bahwa waris Islam dinilai tidak cukup merata dalam 

pembagian. Seperti bagian waris anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Isu 

tersebut didasari oleh faktor-faktor kebutuhan individual di keluarga. Tujuan penelitian ini 

untuk mengukur seberapa besar pengaruh moderasi beragama dalam perkembangan hukum 

waris yang ada di Indonesia. Penulis menerapkan metode dalam penelitian ini dengan 

metode penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan hukum adat dan hukum Islam 

dalam waris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan waris adat di Indonesia 

yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim dipengaruhi oleh agama, budaya dan adat, serta 

hukum negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beragamnya corak ke-Islam-an di Indonesia. 

Kata kunci: Waris Islam, Praktik Waris Adat, Moderasi Beragama 
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A. PENDAHULUAN 

Waris merupakan pemindahan suatu kedudukan orang yang telah meninggal terhadap 

yang masih hidup, pemindahan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban, harta, atau pusaka 

(Yasin, 2021). Waris dalam istilah Islam digunakan untuk pemindahan hak harta dari orang 

yang meninggal kepada beberapa keluarga yang telah ditentukan kadarnya dalam Islam 

(Lubis & Fahmi, 2021; Yakin, 2020). Dalam sejarah perkembangan Islam, waris berperan 

penting dalam perubahan peradaban dunia. Terbukti bahwa di zaman jahiliyah seorang 

wanita tidak menerima hak warisnya bahkan mereka diwariskan kepada kerabat lain. Ketika 

Islam datang, wanita berbalik menjadi menerima waris (Yasin, 2021).  

Mengingat pernyataan artikel di atas, Islam berperan penting dalam memberikan hak 

kemerdekaan bagi wanita, sehingga wanita dapat menerima harta waris. Dalam konsep waris 

Islam setiap anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Jika 

merujuk pada masa jahiliyyah dimana wanita merupakan harta warisan, tentu dengan 

hadirnya waris dalam Islam ini sangatlah adil karena memposisikan kemerdekaan wanita 

dari penjara yang disebut dengan harta waris (Yasin, 2021).   

Penduduk Indonesia yang di dominasi oleh orang-orang muslim tentunya menerapkan 

konsep waris dengan konsep Islam (Rarawahyuni, 2022; Warto & Arif, 2020; Sunarmo, et 

al., 2021). Namun, tidak sedikit diantara mereka yang memilih membagi waris dengan cara 

hukum adat. Hal tersebut di latar belakangi oleh persepsi mereka yang menganggap tabu 

jika adat istiadat ditinggalkan begitu saja. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, 

para da’i Islam (antara lain para wali songo) menerapkan dakwah dengan menyesuaikan 

adat istiadat setempat dan mereka mendominasi dalam mempengaruhi perkembangan 

budaya Islam di Indonesia (Kasdi, et al., 2020; Zainuri, 2021). Tentu saja persepsi muslim 

di Indonesia mengacu pada sikap para pendakwah yang tidak meninggalkan adat istiadat 

dalam berdakwah. Diantara mereka juga ada yang menerapkan kolaborasi antara hukum 

adat dan hukum Islam.  

Permasalahan ini sangat penting untuk dibahas karena ada banyak pihak yang 

mempersepsikan bahwa waris Islam dinilai tidak cukup merata dalam pembagian. Seperti 

bagian waris anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Isu tersebut didasari oleh 

faktor-faktor kebutuhan individual di keluarga. Dalam studi awal penelitan ini, penulis 

mendapatkan fakta bahwa terdapat dalam suatu keluarga seorang anak laki-laki yang dinilai 

sudah mapan dan mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, mendapatkan 

harta yang lebih banyak ketimbang saudari perempuannya yang belum berkeluarga serta 

belum memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Terlebih lagi, saudari 
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perempuan tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan biaya pendidikan dan lain-lain yang 

dinilai tidak murah. Di samping itu, banyak juga yang mempersepsikan bahwa hukum adat 

merupakan suatu solusi untuk menghindari polemik dalam keluarga. 

Penulis sepakat dengan pandangan hukum Islam yang bersifat baku dalam menentukan 

hak suami istri. Seperti nafkah yang merupakan tanggung jawab suami, serta waris terhadap 

anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibanding anak perempuan (Sukarman & Hadi, 

2019). Namun waris dalam Islam tentu bertujuan membentuk aturan dengan seadil-adilnya 

(Wahyuni, 2018). Di tengah pro-kontra tentang pesepsi penerapan waris, hadir di Indonesia 

tentang hak anak angkat. KHI memutuskan hak waris bagi anak angkat melalui wasiat 

wajibah dengan sebanyak-banyak 1/3 harta peninggalan harta orang tua angkatnya (Yasin, 

2021; Karaluhe, 2016). Hal tersebut menunjukkan keluasan Islam dalam memberikan 

kebijakan ijtihad hukum, mengingat bahwa anak angkat sudah dihapus dalam hak waris 

dalam Islam. 

1. Moderasi Beragama 

Moderasi beragama merupakan konsep yang dibangun karena beragamnya budaya, 

agama, bahasa serta tradisi di Indonesia (Anwar & Muhayati, 2021; Afwadzi & Miski, 2021; 

Suryadilaga, 2021; Kementrian Agama, 2019). Hal tersebut guna mengantisipasi adanya 

pemberontakan, rasisme serta mengantisipasi kekerasan atas nama agama (Afwadzi & 

Miski, 2021; Saini, 2022). Dengan hadirnya moderasi beragama, bangsa ini dapat belajar 

tentang arti menghargai sebuah perbedaan serta tetap pada satu prinsip untuk membangun 

bangsa secara bersama-sama.  

Adapun indikator yang telah ditetapkan oleh Kementrian Keagamaan RI (2019) ada 4, 

yaitu  

a. Komitmen kebangsaan 

Dalam upaya menjalankan moderasi beragama, maka komitmen kebangsaan harus 

dihadirkan. Hal tersebut dapat dicirikan dengan kecintaan seseorang terhadap tanah 

air serta mengakui Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai asas dari negara kita (Darung & Yuda, 

2021; Mardawani & Veronika, 2019).  

b. Toleransi 

Tidak hanya meyakini asas-asas negara kita, dalam menjalankan moderasi beragama 

juga perlu adanya upaya-upaya menghargai dalam perbedaan. Tidak menganggap 

kebenaran tunggal ada pada dirinya (Mukani, 2018; Amalia & Nanuru, 2018; 

Digdoyo, 2018; Abror, 2020).  
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c. Anti kekerasan 

Tanpa membawa embel-embel agama atau negara, kekerasaan merupakan 

kekejaman sosial yang harus dihadapi baik secara individu maupun kolektif . Dalam 

menjalankan moderasi beragama, perlu menghindari hal-hal yang bersifat kekerasan 

(Radiani, 2021).   

d. Akomodatif terhadap budaya lokal 

Budaya lokal merupakan aset negara yang perlu dilestarikan bersama. Melihat 

pentingnya kekayaan ini, konsep moderasi beragama hadir untuk menjaga kearifan 

lokal yang dimiliki setiap daerah serta budaya tetap eksis berkembang (Roszi & 

Mutia, 2018). 

2. Praktik Waris Adat 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber bahwa waris adat tidak 

memiliki batasan-batasan tertentu dalam pembagian. Pembagian akan dibagi rata kepada 

ahli waris dengan ketentuan yang sudah dibagi oleh orang tuanya saat masih hidup. Ahli 

waris berhak memiliki apa yang telah dibagi oleh orang tuanya ketika orang tua telah 

meninggal dunia.  

Hak dari waris juga dapat menjadi batal jika ahli waris durhaka atau membuat suatu hal 

yang menjadikan orang tuanya murka.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penulis menerapkan metode dalam penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif 

dengan mengkombinasikan hukum adat dan hukum Islam dalam waris. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yakni : Sumber data primer 

yang penulis dapatkan melalui wawancara guna memperoleh informasi mengenai praktik 

waris adat dan penulis juga menggunakan sumber data sekunder, penulis dapatkan data ini 

dari kitab fiqh klasik guna memperoleh data waris Islam. 

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen serta tinjauan literatur kritis. 

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan yang melaksanakan praktik 

waris adat. Analisis data dilakukan melalui evaluasi dengan metode konten analisis, yakni 

mengevaluasi nilai-nilai moderasi beragama pada praktik waris adat. Penulis juga 

melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

C. HASIL PEMBAHASAN 
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Anggapan kontroversi yang diyakini bahwa waris adat merupakan solusi dari terjadinya 

berbagai polemik yang ada pada keluarga memberikan hasil positif dalam kajian ini. 

Penerapan waris adat yang dilakukan oleh partisipan menghasilkan analisis sebagai berikut:  

1. Nilai Kebangsaan dalam Praktik Waris Adat 

Metode penerapan waris adat merupakan hal yang berbeda dengan waris Islam. 

Terbukti dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, masyarakat muslim lebih memilih 

menerapkan waris adat karena berbagai pertimbangan. Adanya penerapan tersebut bukan 

semata-mata mereka meniadakan konsep waris dalam Islam. Melainkan apa yang mereka 

terapkan untuk mencari kemaslahatan. Terdapat nilai-nilai kebangsaan dalam penerapan 

waris adat yang penulis temukan dalam kajian ini:  

a. Berbeda namun tetap dengan tujuan yang sama 

Tujuan dari adanya waris Islam adalah mencari kemaslahatan dalam kepemilikan 

harta. Agar tidak terjadi pertengkaran satu sama lain, maka Al-Qur’an menjelaskan 

secara jelas bagian masing-masing dalam waris. Begitu juga apa yang telah 

diterapkan dalam waris adat. Penerapan tersebut bukan untuk membela kepentingan 

manapun melainkan hanya untuk kemaslahatan bersama. Meski dengan penerapan 

yang berbeda, namun tujuan dari penerepan waris Islam dan waris adat sama, yaitu 

kemaslahatan kepemilikan harta (Dinarti, et.al, 2021; Yohanes, 2021).  

b. Gotong royong dalam persatuan 

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh menunjukkan bahwa mereka yang 

menerapkan praktik waris adat menilai bahwa waris Islam akan menimbulkan 

polemik diantara mereka. Mereka meyakini bahwa dengan pembagian merata dalam 

praktik waris adat ini dapat menyelesaikan solusi dari segala macam bentuk polemik 

serta keutuhan keluarga mereka tetap berlangsung dan bersatu (Widawati, et.al, 

2018; Dewantara, 2019).  

2. Nilai Toleransi dalam Praktik Waris Adat 

Al-Qur’an menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih besar dari 

bagian perempuan (Al-Ghazi, 2014; Syatha, 2009). Maksud dari Al-Quran ini adalah dalam 

bagian ashabah. Namun konsep demikian yang justru yang menjadi polemik dalam masalah 

waris. Banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya konsep demikian.  

Namun, bukan berarti konsep tersebut wajib diterapkan dalam waris. Dalam kaidah 

fikih dijelaskan bahwa Al-Ridha Bi Syai’in Ridha Bi Maa Yatwalladu Minhu yang bermakna 

rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap apa yang dilahirkan dari sesuatu tersebut (Al-
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Suyuthi, 2011). Artinya, rela dalam pembagian waris adat berarti mereka rela dengan apa 

yang terjadi setelahnya.  

Penerapan waris adat juga sesuai dengan konsep kemaslahatan (Yasin, 2022), yaitu : 

a. Maslahat boleh diterapkan selagi tidak bertentangan dengan Kaidah terlebih lagi 

bertentangan dengan  Al-Qur’an dan Hadits. 

b. Mengidentifikasi maslahat harus dengan ahlinya. 

c. Jika maslahat tidak dilaksanakan maka timbul mafsadat didalamnya. 

Penulis berpandangan bahwa waris adat tidak adanya kontra dengan kaidah, Al-Qur’an 

dan Hadits. Selagi hal tersebut dihukumi boleh maka penerapan waris adat pun boleh 

diterapkan. Namun, ulama berpendapat bahwa waris harus dibagi dengan cara syariat, 

adapun setelah dibagi dan mengetahui masing-masing bagiannya maka boleh dibagi sesuai 

dengan kerelaannya. Hal tersebut sesuai dengan waris adat yang mereka merelakan hartanya 

dibagi merata (Adilin & Safr, 2022). 

Identifikasi adanya pertengkaran jika tidak diterapkan pembagian merata pun sudah 

sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam. karena yang mengetahui tanda-tanda adanya 

polemik dan pertengkaran tentunya keluarga yang menerapkan waris adat. Mereka 

menerapkan waris adat dengan tujuan menghindari adanya pertengkaran diantara mereka.  

Adanya tanda-tanda madharat dan mafsadat di dalam keluarga sudah diidentifikasi oleh 

mereka. Oleh karenanya, mereka memilih menerapkan waris adat untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan. Penerapan waris adat menurut hemat penulis merupakan 

kemaslahatan yang diterapkan. Mengingat pembagian anak laki-laki mendapatkan bagian 

lebih besar dari anak perempuan merupakan pandangan yang akan menimbulkan 

pertengkaran jika diterapkan.  

3. Nilai Anti Kekerasan dalam Praktik Waris adat 

Kekerasan merupakan penghambat seluruh sisi kehidupan (Wibowo & Parancika, 

2018). Entah itu bersifat individu maupun kolektif. Bahkan karena adanya kekerasan dan 

pertengkaran timbul penghambat pembangunan dan pengembangan suatu negara (Santoso, 

2019). Oleh karenanya perdamaian dan anti kekerasan didukung oleh setiap negara. Serta 

penolakan terhadap kekerasan harus digalakkan. 

Berbicara mengenai waris sangatlah sensitif. Tidak sedikit terjadinya polemik antar 

keluarga karena perbedaan prinsip pembagian harta bahkan sampai menimbulkan 

kekerasan. Waris adat merupakan solusi dari timbulnya kekerasan dan terbukti menciptakan 

perdamaian antar saudara. Hal tersebut terbukti adanya saling menerima diantara keluarga 

karena kesetaraan dalam pembagian.  
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4. Nilai Budaya dalam Praktik Waris Adat 

Budaya merupakan hak kekayaan negara (Martono, et. al, 2018). Oleh karenanya 

memepertahankan hak kekayaan negara dengan cara mendukung pelaksanan ritual budaya 

dan adat perlu dimaksimalkan, melihat kurangnya kepedulian terhadap pelestarian budaya 

semakin minim seiring berjalannya waktu (Rahmi, et. al, 2021).  

Dengan cara menerapkan dan mengamalkan waris adat, hemat penulis sudah 

melestarikan budaya dan adat kita. Terlebih waris adat terbukti dapat menviptakan 

perdamaian, mendukung nilai kebangsaan, bersikap toleransi, anti terhadap kekerasan serta 

tidak bertentangan dengan syariat.   

Dari semua uraian penulis berpandangan bahwa dalam menerapkan hukum di 

Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal : 

a. Adat dan budaya 

b. Agama 

c. Hukum negara 

Ke-3 hal tersebut sangat erat berpengaruh bagi muslim di Indonesia. Konsep fikih saja 

tidak akan berlaku di Indonesia. Hanya dengan hukum negara saja pun tidak akan berjalan 

dan akan bersifat kaku, mengingat hukum di Indonesia bersifat dogmatik. Adat dan budaya 

saja pun akan menjadikan muslim di Indonesia melupakan agama dan negara. Sehingga ke-

3 hal tersebut sangat mengikat dalam kehidupan muslim di Indonesia terutama dalam 

praktik-prakti semacam waris yang erat kaitannya dengan hukum.  

 

D. KESIMPULAN 

Waris hukum adat yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Moderasi 

Beragama. Nilai-nilai moderasi beragama juga tercerminkan dan mempengaruhi praktik 

hukum semacam waris adat di Indonesia dengan 3 hal, yaitu: adat budaya, agama, dan 

hukum negara. 
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